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Lampiran : Wawancara Aipda Hendra Susanto S.H, Bintara Bagian
Operasional Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah

Sumatera Utara

Peneliti : Apa saja tugas pokok dari bagian unit Direktorat

Reserse Narkoba ini pak?

Narasumber : Direktorat Reserse Narkoba Poldasu bertugas dan
berwewenang melakukan pemberantasan narkoba. Tugas reserse
narkoba itu sendiri seperti dua keping sisi mata uang, di sisi lain adalah
melakukan pendekatan hukum, dan di sisi lain juga kita melakukan
sosialisasi. Pembimbingan kepada masyarakat umum tentang bahayanya
penyalahgunaan narkoba mengingat Undang — Undangnya sudah jelas di

dalam Undang — Undang No. 35 tahun 2009.

Peneliti : Bagaimana tujuan dan manfaat dari program sosialisasi
tersebut?
Narasumber : Dengan memberikan gambaran bagaimana bahayanya

penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar masyarakat paham bahwa
menggunakan narkoba ini tidak ada manfaatnya, diharapkan dengan

memahami itulah masyarakat agar tidak dekat-dekat dengan narkoba.

Peneliti . Bagaimana hambatan dan kendala selama

melaksanakan sosialisasi tersebut?



Narasumber : Untuk sementara tidak ada, namun kadang — kadang
masyarakat itu tau ada yang menggunakan tapi tidak mau melaporkan ke
kita karena takut menjadi saksinya dan juga antusias dari masyarakat

masih sangat-sangat kurang terhadap sosialisasi.

Peneliti . Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut?

Narasumber : Biasanya kita memberi nomor telepon yang bias
dihubungi oleh masyarakat di setiap sosialisasi agar mudah di laporkan

dan kerahasiaan pelapor terjamin.

Peneliti . Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Indonesia ?

Narasumber : Pengaturan penegakan hukum tindak pidana narkotika
ini sudah diatur dalam Undang-Undang No0.35 Tahun 2009. Penegakan
hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan
proses yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyelidikan hingga
eksekusi hukuman. Jadi, setiap aspek dari proses penegakan hukum ini,
yaitu yang pertama penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ini proses
awalnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi atau Badan
Narkotika Nasional (BNN) untuk mencari informasi awal mengenai

adanya dugaan tindak pidana tersebut. Lalu dilakukan lah penyidik



sebagai  pengumpulan bukti, melakukan  pengintaian, dan
mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.
Penyidik juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti
laboratorium forensik untuk memastikan jenis dan jumlah narkotika yang
ditemukan. Selanjutnya dilakukan lah penahanan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dan UU Narkotika, penyidik berwenang menahan tersangka selama
penyidikan jika ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkotika ini juga
tidak mudah karena kejahatan mereka biasanya sangat terorganisir dan
tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-
ubah. Kenyataannya, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan
para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling

maksimal hanya pada penangkapan para pengedar.

Peneliti : Modus apa saja yang digunakan para sindikat narkotika

sekarang di Indonesia?

Narasumber : Modus nya banyak dan cukup bervariasi khusus nya
yang mencoba menyeludupkan. Ada beberapa cara yang mereka
lakukan yaitu seperti dikemas dengan kemasan barang yang tidak

mencurigakan, ada yang dimodifikasi pengiriman barang sendal tetapi di



dalam sendal sudah diisi narkoba. Barang nya seperti asli pabrikan tetapi
sudah dimodifikasi dengan diisi ganja dan dikemas langsung dari cina.
Ada yang dikirim melalui alat-alat berat. Ada juga media manusia sebagai
kurir dengan sistem ditelan yang lebih dikenal dengan istilah swallow dan
untuk kasus ini sangat banyak. Ada yang ditelan lewat oral dan ada kuga
ditelan dipaksa melalui anus pada saat perjalanan kembali ke Indonesia.
Bahkan sudah di dalam penjara pun mereka tetap bisa mendapatkannya
yaitu dengan cara ketika ada yang berkunjung mereka meminta agar
dibawakan lalu disembunyikan di dalam kemaluan mereka. Jadi semua
modus digunakan dengan tujuan mengecoh petugas dan memuluskan

barang tersebut.

Peneliti : Bagaimana peran kepolisian daerah Sumatera Utara
dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di

Sumatera Utara ?

Narasumber : Sebagai petugas kepolisian kami melakukan penyidikan
dan penyelidikan khusus tindak pidana narkotika yag terjadi di provinsi
Sumatera Utara. Upaya yang kami lakukan ada 3 (tiga) cara yaitu melalui
upaya preemtif, preventif, dan refresif. Secara preemtif yaitu dengan cara
melakukan himbauan melalui spanduk-spanduk dan baliho yang berisi
himbauan tentang bahayanya narkotika, melakukan himbauan melalui

pembagian brosur yang berisi tentang himbauan bahayanya narkoba.



Secara Preventif (pencegahan) yaitu dengan membentuk masyarakat
yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika.
Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Secara
Represif (penindakan) yaitu dengan menindak dan memberantas
penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum,
yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang
dibantu oleh masyarakat. Kami juga menggunakan Strategi Nasional
PAGN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika) yaitu program yang dirancang oleh
pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah narkotika secara
komprehensif. Program ini melibatkan berbagai sektor pemerintah,
masyarakat, dan swasta untuk bersama-sama melakukan pencegahan,
pemberantasan, dan penanganan penyalahgunaan serta peredaran

gelap narkotika.

Peneliti : Berapakah jumlah kasus tindak pidana narkotika di

Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun pak?

Narasumber  : Selama kurun waktu 4 tahun ini kasus penyalahgunaan
narkotika di Sumatera Utara mengalami naik turun. Seperti pada tahun
2021 terdapat sebanyak 7.769 tersangka lalu mengalami penurunan

pada tahun 2022 sebanyak 6.088 tersangka kemudian di tahun 2023



mengalami peningkatan menjadi 6.570 tersangka dan pada tahun ini

mengalami penurunan menjadi 4.005 tersangka.

Peneliti : Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian daerah
Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Sumatera Utara ?

Narasumber : Terdapat 4 (empat) hambatan dalam penanggulangan
tindak pidana narkotika di Sumatera Utara yaitu, hambatan Undang-
Undang, hambatan pidana penjara, hambatan pendanaan, dan hambatan
aparatur penegak hukum. Hambatan-hambatan yang lain juga seperti
terkendala masalah jaringan, sarana dan prasarana fasilitas dalam
penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap, hambatan
keterbatasan anggaran, serta kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)
yang membuat kami masih kurang dalam mengungkap tindak pidana

narkotika.
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